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A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu tolak ukur perkembangan suatu
negara, perkembangan ekonomi suatu negara dapat diketahui melalui
pendapatan domestik bruto (PDB) negara tersebut.! Sebagai negara
berkembang, Indonesia sangat memerlukan usaha perekonomian yang
berbasis kerakyatan, maka dari itu ekonomi rakyat haruslah memerankan
rakyat sebagai subjek ekonomi tersebut.?

Dalam rangka pembangunan ekonomi disuatu negara dibutuhkan
dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi
dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang
tersedia. Sumber dana yang utama dan yang terpenting adalah lembaga
keuangan melalui perbankan yang menyalurkan dana kepada masyarakat
yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.

Bank memberikan pinjaman kredit yang merupakan salah satu
bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada
masyarakat untuk menunjang perekonomian rakyat yang sangat diperlukan

untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat dan untuk kepentingan
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berbisnis.* Pernyataan tersebut telah sesuai dengan tujuan perbankan yang
dapat ditemukan didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang dijelaskan bahwa, “Fungsi utama perbankan
Indonesia adalah sebagai penghimpun atau penyalur dana ke
masyarakat”.

Untuk tercapainya suatu pemberian pinjaman kredit, biasanya para
pihak antara pihak bank (kreditur) dengan peminjam (debitur) akan
membuat perjanjian terlebih dahulu untuk mencapai sebuah kesepakatan
dalam kredit, karena dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya,
bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi
dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.®

Perjanjian kredit ini akan melahirkan sebuah hubungan hukum
antara kreditur dengan debitur yang akan menimbulkan tanggung jawab
para pihak dalam hubungan hukum. Perhubungan antara dua orang atau
dua pihak adalah suatu hubungan hukum yang berarti bahwa hak si
berpiutang itu dijamin oleh hukum dan undang-undang.® Perjanjian sendiri
diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu perbuatan
yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih”.
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Pembuatan perjanjian kredit berfungsi untuk meminimalisir resiko
tidak kembalinya dana yang disalurkan oleh kreditur.” Kredit bermasalah
atau nonpermofing loan dalam perbankan disebabkan oleh berbagai faktor,
misalnya adanya kesengajaan dari para pihak yang terlibat dalam proses
kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor
lain seperti faktor makro ekonomi.®

Dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak, maka
akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak, yang mana hak dan
kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab,
kedua belah pihak akan tanggung jawab atas segala resiko yang timbul
akibat dari perjanjian yang telah dibuat.® Meskipun dari para pihak sendiri
antara bank dan nasabah telah membuat perjanjian kredit, namun pada
faktanya permasalahan dari pelaksanaan perjanjian kredit akan selalu
timbul, karena penerima kredit (debitur) melakukan wanprestasi sehingga
kreditur sering sulit meminta angsuran pengembalian kredit tersebut.®

Dalam menyelenggarakan pemberian kredit, bank harus melakukan
penilaian untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk
diberikan, dengan cara menganalisis prinsip 5C (Character, Capacity,

Capital, Condition of economy ,dan Colleteral) dan 4P (Personality,
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Purpose, Prospect, Payment).!* Tidak hanya itu, bank kemudian akan
menilai aspek-aspek yuridis dari suatu perjanjian kredit, yang mana
perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian
yang tercantum didalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu ada 4:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank tidaklah mudah
memberikan pinjaman kepada si peminjam, karena peminjam harus
memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga
perbankan yang bersangkutan. Salah satu ketentuan yang terpenting untuk
memperoleh pemberian kredit adalah harus adanya suatu jaminan yang
diberikan kepada kreditur. Barang yang menjadi jaminan haruslah barang-

barang yang bernilai, bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan.?

Barang yang dapat dijadikan jaminan ialah berupa barang bergerak
maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang
debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat
dibayarkan oleh debitur, salah satu benda tidak bergerak yang mempunyai

nilai tinggi dan dapat dijadikan jaminan adalah tanah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas

permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul
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“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK MILIK ATAS
TANAH?” (Studi Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Djoko

Tingkir Sragen)”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Bagaimana Proses Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Milik atas
Tanah di Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum para pihak dalam Perjanjian
Kredit dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah di Bank Perkreditan
Rakyat Djoko Tingkir Sragen?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana proses perjanjian kredit dengan
jaminan hak milik atas tanah di Bank Perkreditan Rakyat Djoko
Tingkir Sragen.

2. Mengetahui Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian
kredit dengan jaminan hak milik atas tanah di Bank Perkreditan

Rakyat Djoko Tingkir Sragen.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan dan

menambah wawasan dan serta pengetahuan hukum Kkhususnya



ilmu hukum di bidang hukum perdata terutama terkait mengenai
tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan
jaminan hak milik atas tanah.
2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi para
pembaca dan tentunya juga bagi para pihak yang terkait,
dikarenakan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan
dalam berfikir serta wawasan dalam pemahaman mengenai
tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan
jaminan hak milik atas tanah.

D. Kerangka Pemikiran

Perjanjian Kredit

Kreditur Debitur

Jaminan

Tanggung Jawab Hukum

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, yang menjadi pokok dari
pemikirannya adalah tentang pelaksanaan perjanjian kredit, yang mana
perjanjian kredit ini sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, karena

kredit ini bertujuan sebagai penyediaan dana melalui bank, kemudian bank



menyalurkan dana kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
konsumtif masyarakat dan untuk kepentingan berbisnis.*®

Dalam memberikan pinjaman kepada si peminjam, biasanya
debitur harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga
perbankan, salah satu ketentuan yang terpenting untuk memperoleh
pemberian kredit ialah harus memberikan suatu jaminan. Barang yang
menjadi jaminan haruslah barang-barang yang bernilai, bermutu tinggi dan
mudah diperjualbelikan, contohnya seperti tanah.*

Perjanjian kredit ini akan melahirkan sebuah hubungan hukum
antara kreditur dengan debitur. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh
para pihak maka timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak pihak. Hak
dan kewajiban para pihak ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab
bagi para pihak. Meskipun para pihak telah membuat perjanjian kredit
dengan jaminan menggunakan tanah, namun pada faktanya permasalahan
dari pelaksanaan perjanjian kredit ini akan selalu timbul, oleh karena itu
konstruksi hukum perjanjian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak
milik atas tanah ini akan dianalisis dan dimungkinkan akan timbul
problematika ketika proses perjanjian kredit tersebut dilaksanakan.

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono yang dikutip dalam buku “Metode Penelitian
Hukum” karangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa
metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang

valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan

13 M.Bahsan, Loc.cit
14 Abdul Rasyid Saliman, Loc.cit



suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan
untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Oleh karena
itu, sebelum melakukan penelitian penulis harus mengetahui metode
penelitian yang akan digunakan.
Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai
berikut:
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif, yaitu merode pendekatan yang membahas
terhadap doktrin-doktrin atau asas asas dalam ilmu hukum dan
kemudian di dukung dengan hukum tidak tertulis dengan sumber
datanya wawancara®® Penelitian menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum
para pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Milik Atas
Tanah di Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen.
2. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif, yang bertujuan agar peneliti dapat memaparkan
apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.® Dalam
penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana proses perjanjian
kredit dengan jaminan hak milik atas tanah di Bank Perkreditan Rakyat

Djoko Tingkir Sragen dan bagaimana tanggung jawab hukum para
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pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas tanah di

Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen.

3. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data yang butuhkan oleh penulis, penulis

melakukan penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir

Sragen.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh
peneliti.}” Penulis akan memperoleh data melalui wawancara

terhadap pihak Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dari
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan
objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,
tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.*®
1.) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi, buku, karya

ilmiah, jurnal, media massa dan lain sebagainya yang terkait

dengan objek penelitian.
2.) Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

17 Zainuddin Ali, Op.Cit., Hal.106
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b.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998
c.) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas tanah
5. Metode Pengumpulan Data
Penulis akan melakukan penelitian menggunakan pengumpulan
data antara lain :
a. Studi Kepustakaan
Data kepustakaan yang diperoleh oleh peneliti melalui
penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi,
dan hasil penelitian.*®
b. Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap pihak Bank Perkreditan Rakyat
Djoko Tingkir Sragen.
6. Metode Analisis Data
Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode
analisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan peraturan
perundangan-undangan, kitab undang-undang hukum perdata, dokumen
resmi, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian,

kemudian ditunjang dengan wawancara dilapangan, dianalisis secara

19 1bid, hal.107
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kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik
kesimpulan.
F. Sistematika Penulisan
Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memahami
gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, maka secara umum
penulis menyusun sistematika seperti dibawah ini:
BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
D. Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

3. Asas-asas hukum perjanjian

4. Prestasi, wanpestasi dan akibat hukumnya
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Jaminan

1. Pengertian kredit

2. Prinsip kredit

3. Pengertian Jaminan
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4. Klasifikasi Jaminan

5. Hak atas tanah sebagai Jaminan
6. Pengertian Hak Tanggungan

7. Objek jaminan Hak Tanggungan

8. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

BAB 111 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Milik
atas Tanah di Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir
Sragen.

B. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian
kredit dengan jaminan hak milik atas tanah di Bank

Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



